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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PHP. BUP-

XIX/2021 TENTANG SENGKETA PILKADA  

BUPATI LOMBOK TENGAH 
 

OLEH: 

AHMAD MILKAN KHAIRUZI 

NIM. 618110014 
  

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hasil pertimbangan Hakim 

Mahkamah Konstitusi putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang 

Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah. 2) Untuk mengetahui dan memahami 

implikasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 

tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-

Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual 

Approach), dan Pendekatan Kasus (Cased Approach). Sumber bahan hukum 

dalam penelitian ini antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Sumber data yang didalam penelitian ini akan digunakan 

adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada 

penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan obersevasi. Sedangkan analisis bahan 

hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan: (1) bahwa adanya kondisi 

spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 

tahun 2020 diketahui setelah rekapitulasi perolehan suara yang menyatakan bahwa 

paslon no urut 4 yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga paslon 

no urut 3 tidak menerima hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum. (2) 

menyatakan bahwa berdasarkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan 

dengan kedudukan hukum tetapi untuk Pemohon kedudukan hukum hanya disebut 

beralasan hukum. (3) menyatakan dari semua prosesi dan prosedur persidangan 

perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok 

Tengah Tahun 2020, Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum 

untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga 

permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 2) Implikasi terhadap Putusan Perkara 

Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 antara lain; 1) Keputusan rekapitulasi perolehan 

hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum selaku Termohon tidak diterima oleh Pemohon dan 

memenangkan paslon no urut 4 menjadi Terpilih; 2) Menganggap bahwa 

kemenangan  dari paslon no urut 4 itu diakibat oleh Pelanggaran Administrasi 

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh paslon no 

urut 4 dan menduga bahwa Bupati Lombok Tengah (H. M. Suhaili, FT) 

melakukan pengerahan dan/atau pelibatan pejabat pemerintahan maupun Aparatur 

Sipil Negara pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 
 

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan Perkara, Sengketa Pilkada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut pendapat “Aristoteles”, seorang ahli filsafat Yunani kuno, 

mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon atau makhluk social 

yang selalu hidup bermasyarakat. Manusia yang hidup sendiri di luar 

masyarakat tidak dapat lagi disebut manusia, jika bukan hewan, ia adalah 

dewa, lanjut Aristoteles. Negara didefinisikan sebagai kelanjutan dari 

keinginan/kehendak manusia untuk bersatu antara seseorang dengan orang 

lain. Semakin menyebar hubungan antarmanusia dan semakin banyak 

kebutuhan, semakin besar pula kebutuhan instansi pemerintah untuk 

melindungi dan memelihara kehidupan mereka.
1
 

Indonesia adalah laboratorium besar yang penuh dengan berbagai 

eksperimen di bidang politik, pemerintahan, dan pelayanan publik.
2
 

Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan 

berpedoman pada lembaga demokrasi untuk mencapai kesejahteraan 

warganya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak semata-mata melalui 

aspirasi atau kehendak langsung, tetapi terkait dengan hal-hal yang sejalan 

dengan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara 

fundamental mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia.
3
 Salah satu 

                                                           
1
 Lintje Ann∂ M∂rp∂ung, Ilmu Neg∂r∂, (Yogy∂k∂rt∂: Penerbit ANDI, 2018) h∂l 2. 

2
 Agus Pr∂musinto dan Erwin Agus Purw∂nto, Reform∂si Birokr∂si Kepemimpin∂n d∂n 

Pel∂y∂n∂n Publik: K∂ji∂n Tent∂ng Pel∂ks∂n∂∂n Otonomi D∂er∂h di Indonesi∂, (Yogy∂k∂rt∂: G∂y∂ 

Medi∂, 2009) h∂l 1. 
3
 Suh∂riz∂l, Pemiluk∂d∂: Regul∂si, Din∂mik∂, d∂n Konsep Mend∂t∂ng, (Depok: R∂j∂w∂li 

Pers, 2012) h∂l 1.  



2 

 

 
 

perubahan tersebut terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah pada 

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
4
 

Jimly Asshiddiqie menyatakan frasa “dipilih secara demokratis” 

dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bersifat luwes, sehingga dapat 

diartikan sebagai pemilihan secara langsung.
5
 Padahal, ketentuan ini juga 

memberikan kesempatan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk 

dipilih dengan cara lain yang demokratis melalui badan perwakilan seperti 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, dalam semangat 

otonomi daerah (pilkada), secara langsung dianggap sebagai cara terbaik 

untuk merevitalisasi demokrasi lokal. Dengan demikian, redaksi Pasal 18 

Ayat (4) itu telah dianggap final.  

Proses Pilkada menjadi sarana pemersatu bangsa, memungkinkan 

orang untuk memilih sendiri kualitas pemimpin yang mereka inginkan. Ini 

adalah sistem untuk mewujudkan pemimpin ideal yang lahir dari daerah 

itu sendiri.
6
 Selain itu, pemilihan kepala daerah akan memungkinkan 

terciptanya calon kepala daerah yang kompeten melalui sistem seleksi 

yang terintegrasi.
7
 Mengingat pentingnya pilkadas, sangat penting untuk 

                                                           
4
 Suh∂riz∂l, Loc. Cit. 

5
 Jimly Asshiddiqie, Konsolid∂si N∂sk∂h UUD 1945 setel∂h perub∂h∂n keemp∂t, (Depok: 

Pus∂t Studi Hukum T∂t∂ Neg∂r∂ F∂kult∂s Hukum Universit∂s Indonesi∂, 2002) h∂l 22. 
6
 K∂ri∂m∂n Sin∂g∂, Efektifit∂s Regul∂si d∂n Per∂nny∂ d∂l∂m Penyelengg∂r∂∂n Pemiluk∂d∂: 

Di∂lektik∂ Hukum d∂n Etik∂ Pemiluk∂d∂ Serent∂k, (J∂k∂rt∂: Dew∂n Kehorm∂t∂n Penyeengg∂r∂ 

Pemilu RI, 2016) h∂l 142-143. 
7
 Joko J. Prihatmoko, Mendemokr∂sik∂n Pemilu, (Yogyk∂rt∂: Pust∂k∂ Pel∂j∂r, 2008) h∂l 

195-196. 
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menjaga kualitas proses yang memegangnya. Singkatnya, 

penyelenggaraan pilkada yang baik merupakan faktor penting bagi kualitas 

pemerintahan dan keberhasilan demokrasi.
8
 

Namun tidak begitu juga, Kontroversi hasil pemilu merupakan 

salah satu dari beberapa kemungkinan masalah dalam pelaksanaan 

Pilkada. Perbedaan penghitungan suara antara komisi pemilihan parlemen 

dan pemilih adalah hal biasa dan dapat merusak demokrasi.
9
  

Begitu pun juga dengan pilkada Bupati Lombok Tengah yang 

dimana, pada Rabu (27/1/2021) Mahkamah Konstitusi menggelar siding 

penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Tahun 2020. Permohonan PHP Kada Kabupaten Lombok Tengah diajukan 

oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Masrun dan Habib Ziadi. 

Yudiawan selaku kuasa hukum Pasangan Masrun dan Habib Ziadi 

memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-

Kab/XII/2020.  

Diutarakan oleh Yudiawan bahwa pada permohonan ini pihak 

menekankan pada keterlibatan pejabat pemerintahan kabupaten dan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral serta memihak pada 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 

Nomor Urut 4 Lalu Pathul Bahri dan M. Nursiah. “Bupati menggerakkan 

                                                           
8
 Djoko Suy∂nto, Ev∂lu∂si Pemiluk∂d∂ d∂ri Perspektif Ket∂h∂n∂n N∂sion∂l: Demokr∂si 

Lok∂l Ev∂lu∂si Pemiluk∂d∂ di Indonesi∂, (J∂k∂rt∂: Konpress, 2012) h∂l 25. 
9
 Qurr∂t∂n Ayuni, G∂g∂s∂n Peng∂dil∂n Khusus Untuk Sengket∂ H∂sil Pemilih∂n Kep∂l∂ 

D∂er∂h, (J∂k∂rt∂: Jurn∂l Hukum & Pemb∂ngun∂n 48 No.1, 2018) h∂l 201. 
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seluruh perangkat daerahnya dan berafiliasi pada paslon nomor urut 4 dari 

tingkat camat”, sebut Yudiawan dalam Ruang Sidang Panel III yang 

diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim 

Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Selain 

itu, diterangkan oleh Yudiawan, ada pula dugaan ijazah palsu yang 

dilakuka oleh Pasangan L. Pathul Bahri dan M. Nursiah. Atas laporan ini, 

KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap 

ijazah tersebut. “Dugaan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu namun laporan 

dinilai daluarsa” ucap Yudiawan.
10

 

Pada Putusan Nomor 102/PHP. BUP-XIX Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lombok 

Tengah, berisi tentang Pemohon (Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati 

No. Urut 3) telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya 

bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Senin, 21 

Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 

Nomor 105/PAN. MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan 

Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Desember 2020 dan diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat 

dalam buku Registerasi Perkara Konstitusi Elektronok (e-BRPK) dengan 

Perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang 

pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

                                                           
10

 M∂hk∂m∂h Konstitusi, P∂s∂ng∂n C∂bup Usung D∂lil Sengket∂ Pilk∂d∂ Lombok Teng∂h, 

Sumb∂w∂, d∂n Bim∂, mkri.id/index.php?p∂ge=web.Berit∂&id=16910&menu=2, di∂kses p∂d∂ 8 

Desember 2021, p∂d∂ pukul 01.42 wit∂.  
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA 

NOMOR 102/PHP. BUP-XIX/2021 TENTANG SENGKETA 

PILKADA BUPATI LOMBK TENGAH”  

B. Rumusan Masalah  

Dengan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa 

Pilkada Bupati Lombok Tengah? 

2. Apakah implikasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 102/PHP. 

BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil pertimbangan Hakim Mahkamah 

Konstitusi putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 

tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah. 

b. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap 

putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang 

Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis 
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Hal tersebut merupakan salah satu sarana bagi penulis 

untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari 

Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram, dengan 

menyumbangkan ilmu pada umumnya dan hukum pada khususnya. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Dengan penulisan undang-undang ini, saya berharap dapat 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis untuk 

memasuki bidang hukum atau penegak hukum sebagai praktisi 

hukum yang terus-menerus memperjuangkan hukum negara ini. 

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terkait dengan masalah yang diteliti. 

c. Manfaat Secara Akademis 

Adalah penulis untuk memenuhi persyaratan dalam 

mencapai derajat Starata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 

D. Orginalitas Penelitian 

NO Nama Penulis Judul Skripsi dan 

Tempat  

Hasil Penelitian Thn 

1 Egiriza 

Noerhamzah 

Maulana Saputra  

Tinjauan Yuridis 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

81/PUU-XV/2017 

(Universitas Islam 

Indonesia, 

Yogyakarta) 

Pertimbangan Hakim 

Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 

81/PUU-XV/2017 

Tentang Iklan rokok, 

Penolakan 

Permohonan Banding 

Pemohon yang Terdiri 

dari Perwakilan 

Ormas, dan Akibat 

2018 
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Hukum Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Saat Ini Terhadap 

Tembakau Iklan 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi tetap 

berlaku setelah 

putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

2 Bagus Susilo Penyelesaian 

Sengketa 

Pelanggaran 

Pelaksanaan Pilkada 

Kabupaten Deiyai 

Provinsi Papua 

Ditinjau dari 

Undang-Undang RI 

Nomor 7 Tahun 

2017 tentang 

Pemilu (Universitas 

Semarang) 

Ringkasan tidak 

dijalankan pada 

formulir rangkuman, 

hasil surat suara tidak 

ditandatangani oleh 

saksi pasangan calon, 

dan tidak dapat 

dilakukan banding 

secara formal pada 

formulir banding, 

sehingga dalam 

suasana ketakutan, 

intimidasi, dan sisi 

keuangan 

penyelenggara Pilcada 

untuk pasangan 

tertentu Oleh karena 

itu, perkara yang 

diajukan oleh pelapor 

menyangkut sengketa 

hasil Pilkada 2018 dan 

wakil kepala daerah 

setingkat Kabupaten, 

yang secara langsung 

melanggar asas 

hukum, Pemilihan 

Umum yang Bebas 

dan Rahasia 

berdasarkan Pasal 2 

Undang-Undang 

Republik No. 7 Tahun 

2017. 

2018 

     

3 Tayah Muti’ah PENYELESAIAN 

PERKARA 

SENGKETA 

PILKADA SABU 

Pertimbangan litigasi 

pemohon dari 

perspektif 

dwikewarganegaraan 

2021 
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RAIJUA (Analisis 

Terhadap Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

133/PHP. BUP-

XIX/2021) 

(Universitas Islam 

Negeri Prof. KH. 

Saufuddin Zuhri 

Purwokerto) 

dan pemilihan kepala 

daerah di Indonesia. 

Sebab, Pilkada 

Sublaige 2020 

diketahui memiliki 

kondisi khusus setelah 

tahap ringkasan hasil 

penghitungan suara 

dan penetapan 

pasangan calon 

terpilih. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Mahkamah Konstitusi 

1. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi muncul dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai akibat dari amandemen UUD 1945, dan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi mengantarkan era baru dalam 

sistem peradilan Indonesia. Gagasan pembentukan Mahkamah 

Konstitusi pada masa reformasi diumumkan dalam rapat kedua Komisi 

Ad Hoc/Pokja MPR RI (PAH I B MPR) setelah seluruh anggota pokja 

MPR RI bertemu. Pada Maret-April 2000 Melakukan penelitian 

perbandingan konstitusi 21 negara.
11

 

Pertimbangan pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi:
12

 

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum 

berdasarkan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, bersih, sejahtera, dan 

berkeadilan bagi rakyat dan negaranya. 

b. Bahwa Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu 

lembaga peradilan berperan dalam upaya menegakkan Konstitusi 

                                                           
11

 B∂mb∂ng Sutiyoso, T∂t∂ C∂r∂ Penyeles∂i∂n Sengket∂ di Lingkung∂n M∂hk∂m∂h 

Konstitusi (Yogy∂k∂rt∂: UII Press, 2009), h∂l 3-4. 
12

 UU No. 24 T∂hun 2003 tent∂ng M∂hk∂m∂h Konstitusi. 
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dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat 6 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mengatur 

tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara, dan ketentuan lain tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud 

dalam huruf a, b, c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III 

Aturan Pemilihan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) 

adalah badan negara yang lebih tinggi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia yang berbagi yurisdiksi dengan Mahkamah Agung.
13

  

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan 

yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
14

 Artinya Mahkamah Konstitusi menganut asas 

umum dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya secara bebas dan 

tidak dipengaruhi oleh kekuasaan badan lain untuk menyelenggarakan 

hukum dan peradilan. UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada: 

                                                           
13

 Wikipedi∂ Indonesi∂. 
14

 Und∂ng-Und∂ng D∂s∂r NRI 1945 P∂s∂l 24C tent∂ng M∂hk∂m∂h Konstitusi. 
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a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 

1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan ole Undang-Undang Dasar NRI 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 

d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan 

e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi 

a. Fungsi dan Tugas  

Pelaku peradilan menurut UUD 1945, yang disebut tribunal 

atau tribunal, pada umumnya mempunyai fungsi utama 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Singkatnya, fungsi utama administrasi peradilan adalah 

untuk menentukan apa yang berada dalam yurisdiksinya.
15

 

Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tingkat pertama 

dan terakhir. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah satu-

satunya Mahkamah Konstitusi. Tidak ada Mahkamah Konstitusi 

yang sederajat, superior atau inferior selain Mahkamah Konstitusi. 

Oleh karena itu keputusannya bersifat final. Oleh karena itu, 

putusan MK tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur 

hukum. Hukum diartikan sebagai suatu alat atau aturan yang 

                                                           
15

 Ahm∂d F∂dli Sum∂di, Politik Hukum Konstitusi d∂n M∂hk∂m∂h konstitusi: Aktu∂lis∂si 

Konstitusi d∂l∂m Pr∂ksis Keneg∂r∂∂n (M∂l∂ng: Set∂r∂ Press, 2013) h∂l 118. 
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mengikat dan memaksa orang untuk melakukan atau menahan diri 

dari melakukan perbuatan yang bersifat universal bagi semua 

masyarakat, dimanapun mereka berada.
16

 Dengan demikian, 

putusan MK yang telah diumumkan dalam sidang dengar pendapat 

tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada 

masa tenggang khusus yang diperlukan, tetapi memberi para pihak 

kesempatan untuk berefleksi setelah keputusan diumumkan. 

Keputusan Banding Terhadap Keputusan; Maka putusan MK 

adalah erga omnes. Dengan kata lain, keputusan PHPUD berlaku 

untuk masyarakat luas, bukan untuk pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses tersebut.
17

  

b. Wewenang 

Amanat konstitusi MK adalah menegakkan prinsip checks 

and balances, yang menempatkan semua lembaga negara pada 

kedudukan yang sama, sehingga penyelenggaraan negara tetap 

seimbang.  

  Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain: 

a. Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan pada 

tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. 

                                                           
16

 D∂ud Rism∂n∂, H∂riy∂nti, Perspektif Teori Sistem Hukum d∂l∂m Kebij∂k∂n V∂ksin∂sidi 

Teng∂h P∂ndemi Covid 19, jurn∂l IUS K∂ji∂n Hukum d∂n Ke∂dil∂n Vol.9, Issue3. 2021, h∂l 601. 
17

 B∂yu Dwiwiddy J∂tmiko, “An∂lis∂ Terh∂d∂p D∂s∂r Pertimb∂ng∂n H∂kim M∂hk∂m∂h 

Konstitusi d∂l∂m Sengket∂ H∂sil Pemilu Kep∂l∂ D∂er∂h T∂hun 2010 d∂n 2011 Y∂ng Putus∂nny∂ 

Mengh∂rusk∂n Pemilu Ul∂ng” Jurn∂l Hum∂nity, Vol.9, No. 1, 2013: 141-153, h∂l 148. 
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b. Mahkamah Konstitusi menetapkan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga melakukan makar, korupsi, penyuapan, atau 

kejahatan berat lainnya, atau pelanggaran hukum berupa 

perbuatan tercela dan/atau ketidakpatuhan terhadap DPR. wajib 

mengambil keputusan berdasarkan pendapat Persyaratan lebih 

sebagai Presiden dan/atau Wakil berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Untuk penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 

Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil penyelenggara 

negara, pejabat pemerintah, atau masyarakat umum untuk 

memberikan keterangan.. 

c. Tanggung Jawab dan Aquntabilitas 

a. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, 

kepegawaian, administrasi, dan keuangan sesuai dengan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. 

b. Mahkamah Konstitusi wajib menerbitkan laporan berkala. 

c. Masyarakat umum memiliki akses terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

d. Kedudukan Mahkaah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di ibu kota 

negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu MK merupakan 
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lembaga baru yang sebanding dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, 

BPK dan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi adalah 

pelaksana keadilan di samping Mahkamah Agung. 

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi 

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai pada tahun 

2001 dengan diadopsinya konsep Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 

amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Bagian 24(2), Bagian 24C dan Bagian 7B. UUD 1945 

merupakan hasil dari Perubahan Ketiga, yang disahkan pada tanggal 9 

November 2001. Gagasan pembentukan mahkamah konstitusi 

merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan politik 

modern yang muncul pada abad ke-20.
18

 Kini setelah Indonesia 

memasuki era Reformasi dan menjadi demokratis seperti sekarang ini, 

gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan luas. 

Reformasi legislatif dan konstitusi yang dimulai pada tahun 1998 

telah membawa banyak perubahan bagi Indonesia, khususnya 

konstitusi. Sejak Reformasi, konstitusi, khususnya studi tentang 

konstitusi, berkembang pesat. Sebagaimana diketahui, tempat 

konstitusi adalah hukum negara, dan hukum negara keluar dari 

konstitusi sebagai hukum negara tertinggi, hukum negara tertinggi. 

                                                           
18

 M∂hk∂m∂h Konstitusi, Sej∂r∂h Pembentuk∂n M∂hk∂m∂h Konstitusi, 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=weh.ProfilMK&id=1, di∂kses p∂d∂ 30 

November 2021, p∂d∂ pukul 22.35 wit∂. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=weh.ProfilMK&id=1


15 

 

 
 

Perkembangan studi konstitusi mengikuti Amandemen Konstitusi, 

UUD 1945. Harapan reformasi untuk 1999, 2000, 2001 dan 2002.
19

 

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia 

menggunakan prinsip-prinsip baru dalam sistem administrasi 

nasionalnya, termasuk prinsip "pemisahan kekuasaan" atau "checks 

and balances", menggantikan prinsip hegemoni yang dianut 

sebelumnya. Salah satu implikasi dari penerapan asas tersebut adalah 

perlunya institusi yang memungkinkan hukum dan peran hakim untuk 

mengontrol proses dan hasil keputusan politik semata-mata atas dasar 

asas “the rule of majority”. tersebut. Dalam menegakkan tatanan 

ketatanegaraan Indonesia, fungsi uji materi undang-undang sudah tidak 

dapat dielakkan lagi.
20

  

Sehubungan dengan fungsi judicial review (penguji undang-

undang) tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi hadir sebagai salah satu dari banyak badan peradilan yang 

berbeda, berbeda dengan Mahkamah Agung yang telah lama berdiri. 

Struktur kelembagaan kedua lembaga negara tersebut sejajar dalam arti 

masing-masing berdiri sendiri tanpa ada yang menguasai atau 

mengawasinya.
21

 Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang 

berwenang pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat 

final dan yang menguji undang-undang yang bertentangan dengan 

                                                           
19

 M∂rtit∂h, M∂hk∂m∂h Konstitusi (D∂ri Neg∂tive Legisl∂ture Ke Positive Legisl∂ture), 

(J∂k∂rt∂: Konstitusi Press (KONPress), 2013) h∂l 1. 
20

 Ibid, h∂l 3 
21

 M∂rtit∂h, Loc. Cit, h∂l 3 
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Undang-Undang Dasar dan merupakan hakim lembaga negara yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar. partai politik dan 

menyelesaikan perselisihan partai atas hasil pemilihan parlemen. 

Mahkamah Konstitusi wajib memutus dugaan pelanggaran konstitusi 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat.
22

 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami baik dari 

aspek politik maupun aspek yudikatif. Dari sisi politik 

penyelenggaraan negara, MK diperlukan untuk menyeimbangkan 

kekuasaan legislatif yang ada di DPR dan Presiden. Keberadaan MK 

merupakan salah satu hasil peralihan dari keutamaan MPR ke 

keutamaan konstitusional, asas kesatuan negara, asas demokrasi dan 

supremasi hukum. 

Pasal 10 UU MK secara khusus mendefinisikan kewenangan MK 

sebagai berikut: 

1. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. 

2. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. 

3. Memutus pembubaran partai politik. 

4. Memutus sengketa tentang hasil Pemilu. 

5. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Presiden dan 

Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa 

                                                           
22

 J∂nedjri M. G∂ff∂r, Hukum Pemilu D∂l∂m Yurisprudensi, (J∂k∂rt∂: Konstitusi Press 

(Kompress), 2013) h∂l 1. 
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makar, korupsi, penyuapan, dan kejahatan berat atau perbuatan 

tercela lainnya dan tidak lagi berada di bawah Presiden 

dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Indonesia Wakil Presiden terpilih, seperti yang 

dijelaskan. 

B. Pengujian Undang-Undang  

Sebagai norma hukum tertulis, peraturan hukum pada umumnya 

mempunyai kekuatan hukum dan kewajiban yang mengikat. Untuk 

menciptakan kepastian hukum, peraturan perundang-undangan 

dirumuskan dengan memperhatikan asas bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan.  

  Selain penetapan peraturan perundang-undangan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang, pembentukan peraturan perundang-

undangan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Kegagalan untuk mengikuti prosedur yang 

ditetapkan dalam penyusunan undang-undang dan peraturan dapat 

mengakibatkan peninjauan kembali undang-undang dan peraturan tersebut. 

Apabila peninjauan kembali dilakukan oleh suatu badan peradilan, maka 

proses peninjauan kembali tersebut dikenal dengan istilah judicial review. 

Secara umum, tujuan pemeriksaan peraturan perundang-undangan adalah 

untuk memeriksa ada atau tidaknya tata cara yang diatur berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan, atau apakah peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lain yang lebih tinggi atau tidak.  

  Pengujian peraturan perundang-undangan terdiri dari kata 

“pengujian” dan “pengaturan” dalam istilah bahasa. Pengujian diartikan 

berasal dari kata “uji” sebagai proses, cara, tindakan, tes yang berarti 

percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu.
23

 Peraturan perundang-

undangan secara umum diartikan sebagai peraturan tertulis, termasuk 

norma-norma yang mengikat secara hukum, dibentuk atau ditetapkan oleh 

instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

  Peninjauan undang-undang dan peraturan karenanya dapat 

diartikan sebagai proses peninjauan aturan tertulis oleh lembaga negara 

dan pejabat yang berwenang dengan kekuasaan umum. Peninjauan 

kembali sudah dikenal dalam semua tradisi hukum, namun ada juga yang 

mengenal istilah toetsingsrecht dan judicial review. Secara etimologis dan 

bahasa, Toetsingsrecht berarti hak untuk dicermati dan ditinjau kembali 

atau hak untuk dicermati. Pada prinsipnya, kedua istilah tersebut memiliki 

arti yang sama. Artinya, kekuasaan untuk meninjau atau meninjau.
24

 

                                                           
23

 Z∂in∂l Arifin Hoesein, Judici∂l Review di M∂hk∂m∂h Agung Tig∂ Dek∂de Penguji∂n 

Per∂tur∂n Perund∂ng-Und∂ng∂n, (J∂k∂rt∂: PT. R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂, 2009) h∂l 37. 
24

 I Gede P∂ntj∂ Ast∂w∂ d∂n Suprin N∂’ ∂, Din∂mik∂ Hukum D∂n Ilmu Perund∂ng-

Und∂ng∂n di Indonesi∂, (B∂ndung: PT. Alumni, 2008) h∂l 117. 
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  Dalam kamus besar bahasa Inggris, yudicial berarti orang yang 

memiliki hak untuk berdiri di pengadilan, dan dan review diartikan 

tinjauan.
25

 Judicial review (hak uji materil) merupakan Kewenangan 

yudikatif untuk menguji keabsahan dan keberlakuan produk hukum yang 

dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebelum konstitusi saat ini.
26

 

  Pengertian Judicial review menurut Jimly Asshiddiqie adalah 

pengujian yang dilakukan oleh mekanisme peradilan terhadap kebenaran 

norma. Dalam konteks ini adalah pemeriksaan formal dan substantif 

terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang.
27

 Salah satu kewenangan Mahkamah 

Konstitusi adalah menguji UUD 1945. Kekuatan tinjauan teoretis dan 

praktis undang-undang dan peraturan mencakup dua jenis pengujian:  

a. Pengujian Formil  

Uji formil adalah kekuasaan untuk menentukan apakah suatu 

produk legislatif, seperti undang-undang, diwujudkan dengan metode 

prosedural yang ditentukan atau diatur oleh undang-undang dan 

peraturan yang berlaku.
28

 

 

 

                                                           
25

 Di∂n Rosit∂w∂ti, Seri B∂h∂n B∂c∂∂n Kursus HAM untuk Peng∂c∂r∂ X T∂hun 2005, 

M∂teri: Mek∂nisme Judici∂l Review, (J∂k∂rt∂: Lemb∂g∂ Studi d∂n Advok∂si M∂sy∂r∂k∂t, 2005) h∂l 

1. 
26

 Ibid h∂l 4. 
27

 Jimly Assiddiqie, Hukum Ac∂r∂ Penguji∂n Und∂ng-Und∂ng, (J∂k∂rt∂: Sekret∂ri∂t 

Jender∂l d∂n Kep∂niter∂∂n M∂hk∂m∂h Konstitusi RI, 2006) h∂l 1-2. 
28

 F∂tkhurohm∂n dkk, Mem∂h∂mi Keber∂d∂∂n M∂hk∂m∂h Konstitusi di Indonesi∂, 

(B∂ndung: PT. Citr∂ Adity∂ B∂kti, 2004) h∂l 22. 
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b. Pengujian Materil  

Uji materil adalah menyelidiki dan menilai apakah ketentuan 

undang-undang mengandung atau bertentangan dengan ketentuan 

tingkat yang lebih tinggi, dan apakah kekuatan tertentu memiliki 

kekuatan penegakan untuk memberlakukan peraturan tertentu.
29

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 huruf a jo Pasal 10 UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkanah Konstitusi “UU MK” 

merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon uji materiil adalah pihak yang 

menjalankan hak konstitusional. dan/atau pembuatan undang-undang, 

yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1), kekuasaan 

yang dianggap mempengaruhi: 

1. satu warga negara Indonesia; 

2. Kesatuan Hukum Adat Masyarakat tetap hidup menurut prinsip-

prinsip pembangunan sosial dan aturan hukum negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Korporasi berdasarkan hukum publik dan privat. atau instansi 

pemerintah. 

Permohonan harus diajukan dengan pernyataan yang jelas tentang 

pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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(lihat Pasal 30(1) Undang-Undang Republik Indonesia). Permohonan 

harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam rangkap 12 

yang ditandatangani oleh pemohon atau wakilnya yang sah (lihat Pasal 29 

KUHP) dan sekurang-kurangnya memuat: 

1. Identitas Pemohon, meliputi: 

a.  Nama 

b.  Tempat tanggal lahir/umur-Agama 

c.  Pekerjaan 

d.  Kewarganegaraan 

e.  Alamat lengkap 

f.  No. Tlpn/faksimili/telepon seluler/e-mail/ (bila ada) 

2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: 

a Otoritas pengadilan; 

b Status Hukum Pemohon. Ini termasuk pernyataan yang jelas 

tentang keyakinan pemohon terhadap hak dan/atau kekuasaan 

konstitusional pemohon yang dirusak oleh pengesahan undang-

undang yang dimintakan peninjauan kembali. 

c Pernyataan yang jelas dan terperinci tentang alasan permintaan 

audit. 

3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian 

formil, yaitu: 

a. mengabulkan permintaan pemohon; 
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b.  menyatakan bahwa berlakunya undang-undang ini tidak memenuhi 

ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945; 

c. Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.. 

4. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian 

materil, yaitu: 

a mengabulkan permintaan pemohon; 

b menyatakan bahwa materi muatan alinea, pasal, dan/atau bagian 

dari Undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945; 

c .indikasi bahwa ayat-ayat, pasal-pasal dan/atau bagian dari undang-

undang yang bersangkutan tidak mengikat secara hukum;.
30

 

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang 

mendukung permohonan, yaitu alat bukti berupa: (Pasal 31 Ayat (2) jo. 

Pasal 36 UU MK): 

1. Surat atau tulisan; 

2. Keterangan saksi; 

3. Keterangan ahli; 

4. Keterangan para pihak; 

5. Petunjuk; dan 
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6. Alat bukti lain serupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu. 

Selain formulir kertas, permohonan juga disampaikan dalam 

bentuk digital dan disimpan secara elektronik pada media pembawa data 

berupa disket, CD, dll.
31

 Tata cara pengajuan permohonan: 

1. Permohonan diajukan ke Pengadilan melalui Kantor Perdana Menteri. 

2. Proses verifikasi integritas administrasi aplikasi bersifat publik dan 

dapat dilakukan oleh Talon pemohon melalui registrar dan forum 

konsultasi. 

3. Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang 

mendukung permohonan, paling kurang berupa: 

a. Alat bukti Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

i. Fotokopi KTP dalam format KTP jika pemohon adalah 

warga negara Indonesia. 

ii. Jika pemohon adalah masyarakat hukum umum, bukti 

adanya masyarakat hukum umum di bawah hukum. 

iii. Jika pemohon adalah badan hukum, dokumen pendirian dan 

pengesahan badan hukum, publik dan swasta. 
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iv. Undang-undang pembentukan lembaga nasional yang 

kompeten ketika pemohon adalah lembaga nasional. 

b. Surat atau bukti dokumenter untuk membenarkan aplikasi: 

c. Surat pernyataan atau daftar ahli dan/atau saksi yang disertai uraian 

singkat tentang fakta alasan gugatan yang memerlukan penjelasan 

dan apabila pemohon bermaksud untuk memanggil ahli dan/atau 

saksi, tentang niatnya untuk ikut sidang pokok. saksi. 

d. Daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan atau 

dikirimkan melalui media elektronik. 

4. Jika berkas permohonan dianggap lengkap, berkas permohonan akan 

diterima oleh kantor pendaftaran dengan menerbitkan dokumen tanda 

terima berkas kepada pemohon. 

5. Jika aplikasi tidak lengkap, registrar akan memberitahu pemohon tentang 

kelengkapan aplikasi dan pemohon harus melengkapi aplikasi dalam 

waktu 7 hari kerja sejak diterimanya Sertifikat Ketidaklengkapan 

Dokumen. 

6. Apabila keutuhan permohonan tidak terpenuhi sesuai dengan ayat (7), 

Panitera akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa 

permohonan tidak terdaftar di BRPK dan memberitahukan kepada 

pemohon bersamaan dengan pengembalian berkas permohonan. 

7. Permohonan peninjauan kembali harus dilakukan tanpa menuntut biaya 

pengadilan.
32
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Seperti diketahui, dalam judicial review ada beberapa putusan MK. 

1. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 56(1) UU No. 24 Tahun 2003, kami menyatakan bahwa 

permohonan pemohon tidak diperkenankan. 

2. Dalam hal gugatan berdasarkan Pasal 56 di atas, kami mengabulkan 

gugatan Pemohon dengan alasan bahwa ayat, pasal, dan/atau bagian 

undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (2), Ayat 

(3) dan UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat 1 

3. Mengabulkan permohonan Pemohon “Menyatakan bahwa 

pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan 

pembntukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “Menyatakan Undang-

Undang tersebut tidak memenui ketentuan hokum mengikat”, dalam 

hal permohonan beralasan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 56 Ayat 

(4) dan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 

4. Menyatakan permohonan penggugat ditolak jika undang-undang yang 

dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan konstitusi dan isi 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik 

seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 .
33
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C. Pemilihan Umum Kepala Daerah   

Pemilihan umum kepala daerah atau biasa disingkat pemikada atau 

pirkada adalah pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah Indonesia secara langsung oleh penduduk setempat yang 

memenuhi persyaratan. 

Di Indonesia, pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali 

berdasarkan prinsip kemakmuran dan keadilan, memilih DPR, DPD, 

anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dipilih langsung 

oleh rakyat sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..
34

 Pasal 24 ayat 5 yang 

berbunyi:
35

 

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 dan ayat 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. 

1. Penyelenggara Pilkada 

Saat membahas penyelenggaraan pemilu parlemen, lembaga 

penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Menurut Pasal 1(7) 

penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara pemilu yang terdiri 

dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu 

(Bawasul), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 
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27 

 

 
 

Dibentuk sebagai satu kesatuan. fungsi untuk menyelenggarakan 

pemilihan pemenang. Pemilihan anggota DPRD, DPR, DPD, Presiden 

dan Wakil Presiden, serta Bupati dan Wakil Bupati. Ayat ini 

menjelaskan tentang kedudukan dan kekuasaan ketiga penyelenggara 

pemilu. 

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Posisi Komisi Pemilihan Federal sehubungan dengan fungsi 

kelembagaan adalah sebagai lembaga pendukung 

independen/lembaga pendukung negara. Komisi Pemilihan Umum 

dalam Sistem Pemilihan didasarkan pada UUD 1945 dan 

menguraikan struktur kekuasaan dan tugas Komisi Pemilihan 

Umum sebagai lembaga yang memainkan peran kunci dalam 

mencapai kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Di 

sisi lain, dalam sistem hierarki di mana Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Parlemen secara 

eksplisit mengatur struktur antara KPU dengan KPU provinsi dan 

KPU kabupaten/kota, sistem kelembagaan KPU dibagi menjadi 

independen nasional, independen, dan KPU kabupaten/kota. Lebih 

memperkuat keberpihakan dan kemandirian. 

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Keberadaan dan status Bawaslu tidak diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan dasar hukum bagi 

pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilu, publik menekankan kehadiran forum lain, Komisi 

Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara pemilu bersama Komisi 

Pemilihan Umum. Hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. 

Pemilu tanpa badan independen seperti Bawaslu tentu bisa 

membahayakan prinsip-prinsip kemakmuran dan kesetaraan dalam 

menyelenggarakan pemilu universal. Oleh karena itu, menurut 

Mahkamah Konstitusi, Bawasl harus didefinisikan sebagai lembaga 

yang bertugas menyelenggarakan pemilihan parlemen dan 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan parlemen, sehingga fungsi 

pemilihan parlemen dilakukan oleh KPU dan unsur-unsurnya. 

Pemilihan umum diselenggarakan oleh Bawasul. Oleh karena itu, 

Bawasul setara dengan KPU dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 

Tentang pengertian penyelenggaraan pemilu sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memaknai 

penyelenggaraan dan pengawasan pemilu sebagai satu kesatuan 

sistem yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu. hal ini 



29 

 

 
 

ditegaskan dalam Pasal 22. Pasal 89 Ayat 1 Pemilihan undang-

undang dilakukan oleh Bawaslu. 

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Umum (DKPP) 

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu akan ditentukan oleh 

kemauan dan profesionalisme penyelenggara pemilu yaitu KPU, 

Bawaslu dan DKPP sebagai pemersatu fungsi penyelenggaraan 

pemilu parlemen. Ketiga lembaga tersebut sesuai dengan UU 

Penyelenggaraan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 ayat 24 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan, “Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditunjuk oleh DKPP 

adalah badan yang bertanggung jawab menangani pelanggaran 

Kode Etik penyelenggara pemilu”. Pasal tersebut menjelaskan 

bahwa tugas dan wewenang DKPP sebagai lembaga kode etik tidak 

dapat dipisahkan dari fungsi penyelenggara pemilu.  

DKPP dibentuk untuk menyelidiki dan mengadili 

pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang 

disampaikan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, Bawasul 

Kabupaten/Kota, Bawasul Kabupaten/Kota..  

Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

dapat dianggap sebagai anak negara atau lembaga negara 

pendukung KPU dan Bawaslu dan bersifat independen. DKPP 

adalah lembaga yang menegakkan Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu, yang diciptakan untuk keseimbangan etika dan 
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kepengurusan KPU dan Bawaslu. DKPP dan Bawaslu dan KPU 

secara struktural setara, saling berhubungan dan independen satu 

sama lain dan menjalankan fungsinya dengan prinsip kontrol dan 

keseimbangan dalam menyelenggarakan pemilu, namun secara 

fungsional DKPP bertindak sebagai pendukung pemilu. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 

Pilcada adalah pemilihan kepala daerah secara langsung bagi 

pemerintah daerah untuk memilih kepala daerah baru, dan pemilihan 

kepala daerah di tingkat gubernur, bupati, walikota, dan letnan adalah 

hak pilih universal langsung. Terbuka, Bebas, Rahasia, Jujur dan 

Adil.
36

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme 

politik yang melibatkan masyarakat. Berbeda dengan di masa lalu, 

pemimpin daerah ditentukan dan dipilih oleh parlemen sendiri. Pilcada 

memberi setiap orang banyak kesempatan untuk memilih pemimpin 

mereka. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, rakyat bukan lagi 

objek politik, melainkan subjek politik. Pemilihan walikota dan wakil 

walikota merupakan bentuk kedaulatan pemerintah daerah dalam 

membentuk sejarah politik yang dapat mengubah paradigma berpikir 

tentang demokrasi di masyarakat sebagai bagian dari proses politik dan 

TPS. Bentuk minimal partisipasi politik.  
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Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi, dan konsep 

demokrasi tumbuh melalui partisipasi. Untuk mencapai demokrasi 

partisipatif, ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai jalur 

demokrasi untuk partisipasi politik.. Menurut Ramlan Surbakti, 

partisipasi politik adalah: 

a. Partisipasi politik yang dimaksud dalam bentuk kegiatan yang 

dapat diamati atau perilaku eksternal warga negara, bukan perilaku 

internal yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini ditekankan karena 

sikap dan orientasi individu tidak selalu diterjemahkan ke dalam 

tindakan. 

b. Kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah sebagai 

pengambil keputusan dan pelaksana pembuatan kebijakan; 

Kegiatan seperti mengusulkan kebijakan publik alternatif, 

mengembangkan dan menerapkan kebijakan alternatif, dan 

mendukung atau menentang kebijakan pemerintah. 

c. Partisipasi politik meliputi kegiatan dengan atau tanpa pengaruh 

pemerintah. 

d. Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Artinya kegiatan langsung 

seseorang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah tanpa 

perantara, dan kegiatan tidak langsung untuk mempengaruhi 

pemerintah melalui pihak lain yang diyakini dapat membujuk 

pemerintah. Keduanya terlibat dalam kegiatan partisipasi politik. 
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e. Kegiatan mempengaruhi dilakukan melalui prosedur yang tepat, 

tetapi tidak memaksa, seperti pemungutan suara dalam pemilihan 

umum, mengajukan petisi, membuat kontak pribadi, menulis surat, 

dan melalui paksaan, seperti demonstrasi, kerusuhan, serangan 

bersenjata, dan kekerasan politik. melalui cara selain prosedur 

biasa. Gerakan seperti kudeta dan revolusi. 

3. Peryaratan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon 

Pasal 1(18) Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan 

Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Republik Indonesia berbunyi 

sebagai berikut: “Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara 

Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai 

Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada 

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 

mengikuti Pemilihan”. 

Pasal 1 Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Usulan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Untuk Dipenuhi 

Pasal 4 Tahun 2020 PKPU. 
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D. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

1. Pengertian  

Sengketa tidak dapat dipisahkan dari konflik. Di mana ada konflik, 

pasti ada konflik. Banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Entah itu konflik kecil atau konflik besar. Semua orang 

mengalami ini karena hidup bukan tanpa masalah. Tergantung 

bagaimana kita menyikapinya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 

bagaimana konflik muncul dan bagaimana menyelesaikannya.
37

 

Sedangkan, pilkada dan pemilukada pasca-konflik diselenggarakan 

langsung oleh warga kegubernuran yang memenuhi syarat. Kepala 

Daerah dipilih dalam satu paket bersama dengan Wakil Kepala 

Daerah. Konflik sering muncul dari pilihan ini, jadi kalau ada konflik 

pasti ada konflik juga. Dan kontroversinya ada dua. Pertama, 

perselisihan antara peserta pilcada dengan penyelenggara pemilu, dan 

kedua, perselisihan antara peserta pilcada dengan peserta pilcada 

lainnya.  

2. Kontroversi Sengketa Pilkada Langsung 

Sesuai dengan demokrasi perwakilan, secara kelembagaan lembaga 

perwakilan rakyat daerah perlu dibentuk secara demokratis. Demikian 

pula, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara 

demokratis, termasuk tata cara pengangkatan pejabat, penetapan 
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kebijakan, akuntabilitas, dan pengawasan. Mekanisme pemerintahan 

juga harus dilaksanakan secara demokratis.  

Kehadiran badan-badan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah 

menciptakan kebutuhan akan akses publik terhadap mekanisme 

rekrutmen. Kenyataannya, sejauh ini hal ini dimungkinkan dalam 

demokrasi perwakilan. Namun nilai-nilai demokrasi harus 

dimunculkan kembali, pertama dalam demokrasi langsung, ketika 

jabatan publik sudah penuh. 
38

  

Gagasan untuk mendemokratisasikan pemerintahan dan 

memperjuangkan kedaulatan rakyat mendapat dukungan dengan 

gagasan pemilihan langsung pemimpin lokal. Gagasan pemilihan 

kepala daerah secara langsung tidak terealisasi secara resmi hingga 

tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada tahun 2005. Semangat 

pemilihan langsung berarti demokrasi di mana republik rakyat 

demokratis yang demokratis mengoreksi demokrasi tidak langsung dari 

era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dipilih, dan berpartisipasi langsung dalam pemilihan rakyat.  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masig sebagai kepala 

pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara 

demokratis”. Rumusan pasal tersebut dapat ditarik beberapa 

kesimpulan bahwa: a) UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah 
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dipilih secara langsung , dan calon kepala daerah juga tidak harus 

berasal dari partai politik atau gabungan prtai politik; b) frasa “dipilih 

secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa pasangan calon 

menjadi kewenang mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga 

yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan 

public melalui mekanisme yang demokratis; c) rumusan Pasal 18(4) 

Perubahan Kedua Tahun 2000 UUD 1945 dapat ditafsirkan dengan 

cara yang sama seperti prosedur dan prosedur pemilihan yang diatur 

dalam pasal-pasal tertentu dari Perubahan Ketiga Tahun 2001. 

meningkat. Artinya, badan yang diberi wewenang untuk menjaring 

calon untuk pemilihan langsung, khususnya kepala daerah, adalah 

badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan, yaitu 

Komisi Pemilihan Umum. d) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara 

sederhana menyatakan bahwa pemimpin daerah yang dipilih secara 

demokratis tidak perlu dipilih dalam satu paket dengan pemimpin 

daerah. Ketentuan ini juga dapat diartikan bahwa jabatan wakil 

walikota praktis dapat dihilangkan dari sistem pemerintahan daerah. 

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jika 

pemilu tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk memantau arena 

politik yang dirampas hak-hak demokrasinya, tidak ingin merusak 

proses demokrasi yang telah terjalin. Pesan utamanya, mengembalikan 

pemilukada langsung ke sistem pemilu melalui mekanisme pemilu 

oleh anggota DPRD melanggar Pedoman Pendelegasian Kedaulatan 
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Rakyat dan Reformasi. Rakyat dalam konteks pemilu adalah 

pengemban kedaulatan. .
39
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 Cecep D∂rm∂w∂n, Memformul∂si Pilk∂d∂ Serent∂k, http://berita.upi.edu/blog/, di∂kses 8 

Desember 2021, pukul 07.14 wit∂. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian berasal dari kata “method” yang berarti 

“melakukan hal yang benar”. "Logos" berarti pengetahuan atau pengetahuan. 

Jadi metodologi berarti melakukan sesuatu dengan hati-hati menggunakan 

pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
40

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. 

Sebagaimana diketahui, penelitian hukum normatif meliputi penelitian 

tentang asas-asas hukum, sistem hukum, derajat keselarasan hukum, dan 

sejarah hukum.
41

 Data pendukung artikel pendukung, undang-undang, 

berbagai teori hukum, karya ilmiah, buku, jurnal, dan penelitian lain yang 

berkaitan dengan kajian tersebut.  

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Sebagaimana diketahui, pendekatan pertama dan terpenting dalam 

penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum. Isu yang 

menjadi pertimbangan adalah supremasi hukum sebagai focal point, 

sekaligus isu sentral, dalam hal ini putusan MK No. 102/PHP. BUP-

                                                           
40

 Suteki d∂n G∂l∂ng T∂uf∂n, Metodologi Peneliti∂n Hukum (Fils∂f∂t, Teori, d∂n Pr∂ktik) 

(Depok: R∂j∂w∂li Pers, 2018), h∂l 148. 
41

 Mukti F∂j∂r ND d∂n Yuli∂nto Achm∂d, Du∂lisme Peneliti∂n Hukum, (Yogy∂k∂rt∂: Pensil 

komunik∂, 2007) h∂l 109. 
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XIX/2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 

dengan hal tersebut.  

2. Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach) 

Pendekatan konsep ini kurang penting karena berpangkal dari 

pandangan fikih yang berkembang pesat. Pendekatan ini sangat 

penting karena memahami pandangan/doktrin yang berkembang dalam 

fikih dapat menjadi dasar untuk membentuk argumentasi jika 

seseorang ingin menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. 

3. Pendekatan Kasus (Cased Approach) 

Secara umum pendekatan kasus yang digunakan disini adalah 

untuk kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dimana 

penulis mempertimbangkan ketelitian analisis yang dibutuhkan oleh 

hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan dalam memutus suatu 

perkara yang dapat dijadikan sebagai acuan.  

C. Sumber Bahan Hukum 

  Kajian hukum preskriptif semacam ini mengenal berbagai sumber 

bahan hukum, antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer, Di sini digunakan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dan keputusan hakim terkait dengan topik yang 

dibahas oleh penulis.  
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku hukum, jurnal hukum, pendapat 

hukum atau pendapat hukum yang dimuat di media massa, baik cetak 

maupun elektronik (internet), yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

3. Bahan Hukum Tersier, adalah Kamus dan ensiklopedia hukum yang 

terkait dengan topik utama yang dieksplorasi oleh penulis. 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

primer dan sekunder. Dalam hal kekuatan mengikat, itu jatuh ke dalam 

berbagai sumber data penelitian. yaitu sumber data. Sumber data 

merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh penelitian ilmiah 

untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dilacak. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Bahan hukum/teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai 

dengan pendekatan yang digunakan. Materi hukum ini dikumpulkan 

dengan menggunakan sistem kartu, dirumuskan secara hierarkis, dan 

disusun untuk dilihat secara komprehensif berdasarkan isu dan sumber 

yang diklarifikasi.  

  Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa apa pun yang dia 

anggap perlu untuk dicatat, dia membuat catatan dengan cara tertentu pada 
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kartu dengan ukuran tertentu, situs ini memudahkan penulis untuk melacak 

data yang mereka terima.
42

 

  Sistem kartu yang digunakan adalah kartu kutipan yang digunakan 

untuk mencatat atau mengutip data yang diperoleh beserta sumber datanya 

(nama pengarang, tahun terbit, nama buku, penerbit, nama tempat terbit, 

halaman, dsb). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

cara melakukan penelitian telaah buku, kepustakaan, catatan, dan 

laporan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan. 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

terdiri dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

sengketa pemilu, antara lain jurnal, artikel, makalah, laporan 

penelitian, proposal penelitian, dan buku-buku, yang kemudian disusun 

menjadi satu set.  

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan sistematis dan studi fenomena sosial 

dengan gejala psikologis. Observasi langsung digunakan dalam 

penelitian ini. 
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 Soerjono Soek∂nto d∂n Sri M∂mudji, Peneliti∂n Hukum Norm∂tif Su∂tu Tinj∂u∂n 

Singk∂t, (J∂k∂rt∂: PT. R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂, 2007) h∂l 51. 



41 

 

 
 

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Ada beberapa teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang pertama dan tak 

terelakkan penulis adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis 

deskriptif adalah deskripsi/deskripsi tentang apa yang dimaksud dengan 

istilah atau kedudukan suatu pernyataan legal atau non legal. Berdasarkan 

definisi di atas, teknik analisis dan uraian masalah disusun secara runtut 

dan sistematis sesuai dengan situasi yang ada.  

Selain itu, penulis menggunakan teknik evaluasi. Teknik ini 

dilakukan dengan melakukan penilaian berupa penetapan pandangan, 

usulan, rumusan normatif dan bahan hukum yang layak atau tidak sesuai. 

Dan yang terakhir adalah teknik penalaran. Teknik penalaran ini tidak 

lepas dari teknik evaluasi. Sebab, penilaian harus didasarkan pada alasan-

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 

 

 

 

 

 


